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Kata Pengantar 
 

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024 

memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka 

pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Standar 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 

 

Renstra Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024 ini disusun dengan 

mengacu pada Renstra BSN Tahun 2020-2024, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, 

dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. 

 

Renstra Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024 diharapkan akan 

mampu menjadi dokumen acuan di bidang pengembangan standar dan dapat 

meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan 

kegiatan unit kerja dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang digariskan 

pada indikator kinerja Badan Standardisasi Nasional. 

 

Harapan kami semoga Renstra Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024 

ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja 

BSN kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. 

 

 

Jakarta, Maret 2021 

Deputi Bidang Pengembangan Standar 

 

Ttd 

 

Nasrudin Irawan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Rencana Strategis (RENTRA) Deputi Bidang Pengembangan Standar (PS) Tahun 2020-

2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, 

yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra Deputi 

Bidang PS Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan 

Standardisasi Nasional (Renstra BSN) Tahun 2020-2024.  

Selain itu, penyusunan Renstra Deputi Bidang PS Tahun 2020-2024 juga 

mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik 

lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah 

internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra 

diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan 

pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Salah satu 

kondisi yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Deputi Bidang PS Tahun 2020-

2024 adalah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yakni meluasnya 

penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada 

awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 dengan cepat secara global memaksa 

terjadinya perubahan tatanan yang menyebabkan terjadi guncangan perlambatan ekonomi 

global, termasuk di Indonesia. 

Pandemi Covid-19 yang meluas secara nasional memiliki dampak negatif terhadap 

berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian (SPK). Hal tersebut dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional, 

sehingga perlu diantisipasi dan direspon oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kebijakan 

pemerintah Indonesia adalah pembatasan pertemuan secara tatap muka dan ‘work from 

home’ guna memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga dampaknya terhadap BSN 

antara lain: (a) pelaksanaan kegiatan SPK dirasa masih belum optimal, (b) kuantitas 

pelayanan BSN kepada pemangku kepentingan berkurang, (c) perubahan pola dan tata 

kerja pegawai BSN, dan (d) berkurangnya koordinasi internal antar pegawai BSN, serta 

koordinasi eksternal dengan para pemangku kepentingan. 

Kebijakan lainnya adalah melakukan realokasi anggaran instansi pemerintah guna 

dialihkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional. BSN turut berperan proaktif dalam 

merespon kebijakan ini, yaitu dengan cara melakukan realokasi dan penghematan 

anggaran BSN, termasuk anggaran lingkup Deputi Bidang PS dengan memanfaatkan 
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teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara lebih optimal dan terukur, sehingga: (a) 

kegiatan pertemuan secara daring baik untuk perumusan standar maupun untuk 

pembahasan kebijakan masih dapat dilakukan, (b) kualitas pelayanan kepada pemangku 

kepentingan dapat dioptimalkan, (c) diseminasi kebijakan standardisasi, berupa Standar 

Nasional Indonesia (SNI), kepada pemangku kepentingan dapat dilakukan secara luas 

dengan menggunakan media sosial, (d) ada peningkatan kegiatan capacity building, baik 

untuk internal maupun eksternal BSN, dan (e) penyesuaian pola dan tata cara kerja akibat 

adanya kebijakan ‘work from home’. 

Dalam mengantisipasi dan merespon atas merebaknya dampak pandemi Covid-19 

terhadap perekonomian Indonesia, yang diramalkan akan berpengaruh dalam beberapa 

tahun ke depan, Renstra Deputi PS sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 

merespon dengan merumuskan strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi 

dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, serta kebijakan-kebijakan yang mengarah pada 

upaya membantu dan mendorong pemulihan perekonomian nasional pada periode tahun 

2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, kebijakan pengembangan SNI, sebagai output 

Deputi PS yang bersifat strategis diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam 

menangani dampak pandemi Covid-19.  

Dalam rangka mendukung penyederhanaan regulasi dan birokrasi dengan tujuan 

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di wilayah Indonesia, khususnya 

dalam UU Cipta Kerja (sebagai salah satu Omnibus Law), Deputi bidang PS BSN 

sepenuhnya mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal 

percepatan perumusan SNI sektor usaha, pendampingan pelaku usaha dalam penerapan 

standar dalam rangka kegiatan usaha, serta penyiapan infrastruktur dan penjaminan 

kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas pihak ke-3 (lembaga penilaian kesesuaian) 

terkait verifikasi pemenuhan standar dalam melaksanakan tugas pemerintah dengan 

pendekatan perizinan berbasis resiko. 
  

1.1 Kondisi Umum  
Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 

tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di 

bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional 

(DSN). Kemudian dasar hukum eksistensi BSN dipertegas melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Sampai pada akhirnya, BSN 
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memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan 

penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia 

menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian 

(SPK). Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan 

standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian 

kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana 

pembangunan nasional; 

b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan 

standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian 

kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana 

pembangunan nasional; 

c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, 

penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, 

dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana 

pembangunan nasional; 

d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; 

e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN; 

f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan BSN; dan 

g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN. 

 

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan 

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas: 

a. Kepala;   

b. Sekretariat Utama;  

c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;  

d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian; 

e. Deputi Bidang Akreditasi;  
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f.  Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran; 

g. Inspektorat;  

h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan  

i. Pusat Data dan Sistem Informasi. 

 

Struktur organisasi tersebut masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk 

mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang SPK di Indonesia. Salah 

satu unit kerja eselon I tersebut adalah Deputi Bidang Pengembangan Standar. 

1.1.1 Profil Deputi Bidang Pengembangan Standar  
Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Deputi Bidang 

Pengembangan Standar adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengembangan standar. 

 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Standar 

menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan 

standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, 

elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka; 

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan 

standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, 

elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional 

Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, 

transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, 

dan aneka; 

4. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar; 

dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. 

 

Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tata kerja yang didukung oleh: 

1. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKKH), 

yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan 
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standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang 

pengembangan standar sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal; 

2. Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan 

Teknologi Informasi (Dit. PSMEETTI), yang mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta 

pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar 

sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi. 

3. Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan 

Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan 

Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan 

kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, sistem 

manajemen, penilaian kesesuaian, inovasi baru, dan aneka; 

 

Struktur organisasi Deputi Bidang Pengembangan Standar dapat dilihat pada gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Standar 

 

1.1.2 Capaian Renstra Deputi Bidang Pengembangan Standar 2015-2019  
Perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan 

Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Standardisasi Nasional menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan 

nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja Utama, salah 
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satunya terhadap Deputi Bidang Pengembangan Standar (Deputi bidang PS) yang secara 

nomenklatur baru dibentuk awal tahun 2019, yang merupakan pengembangan dari unit 

eselon 2 sebelumnya yaitu Pusat Perumusan Standar yang berada di bawah Deputi Bidang 

Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi Bidang PKS). Deputi Bidang PKS tersebut 

membawahi 3 (tiga) unit eselon 2 yaitu: Pusat Perumusan Standar (PPS), Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Standardisasi (Puslitbang), dan Pusat Kerjasama Standardisasi 

(PKS).  

Karena Deputi Bidang Pengembangan Standar baru terbentuk di awal tahun 2019 dan 

merupakan pengembangan dari PPS, maka capaiannya pun merupakan capaian dari PPS 

sejak tahun 2015 – 2019, sebagai berikut:  

1. Pengembangan Standar Nasional Indonesia 
Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan output utama BSN berupa dokumen 

yang memuat karakteristik barang, jasa, sistem, proses, dan person yang telah 

menjadi konsensus nasional melalui proses yang telah ditetapkan. SNI ditetapkan oleh 

BSN berdasarkan proses perumusan yang dilakukan oleh Komite Teknis (Komtek) 

Pengembangan SNI. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan SNI, perumusan 

SNI dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dilakukan oleh Komtek seperti terlihat pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Data Komite Teknis yang di kelola BSN dan Kementerian/Lembaga 

 

Sampai dengan akhir tahun 2019, telah ditetapkan sebanyak 13.048 SNI, di mana 

sekitar 22% di antaranya disusun dengan mengadopsi standar internasional secara 

identik atau modifikasi sehingga memiliki tingkat keselarasan dengan standar 

internasional (harmonis). Tabel 1.2 menyajikan perkembangan total SNI per tahun dari 

2015-2019. 

 

Tahun Jumlah Komtek Sekretariat di BSN Sekretariat di K/L 

2015 127 16 111 
2016 141 29 112 
2017 146 34 112 
2018 152 37 115 
2019 156 42 114 
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Tabel 1.2. Jumlah SNI yang Ditetapkan 

Tahun Jumlah SNI yang ditetapkan (akumulasi) 
2019 13.048 
2018 11.944 
2017 11.677 
2016 11.155 
2015 10.660 

Dari jumlah SNI tersebut di atas, terdapat beberapa judul SNI yang populer atau paling 

banyak dibutuhkan, dilihat dari indikator data penjualan. Berdasarkan data tahun 2019, 

Tabel 1.3 menyajikan daftar 10 besar judul SNI yang paling banyak diminati oleh 

masyarakat berdasarkan urutan dari yang terbesar. 

Tabel 1.3. Daftar 10 Besar Judul SNI yang Paling Banyak Diminati 

No Standar Judul 
1 SNI ISO/IEC 17025:2017 

(Ditetapkan oleh BSN tahun 
2018) 

Persyaratan umum kompetensi laboratorium 
pengujian dan kalibrasi (ISO/IEC 17025:2017, IDT) 

2 SNI 8152:2015 Pasar rakyat 
3 SNI ISO 9001:2015 Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 

9001:2015, IDT) 
4 SNI ISO/IEC 17020:2012  Penilaian kesesuaian ‐ Persyaratan untuk 

pengoperasian berbagai lembaga inspeksi 
5 SNI ISO 37001:2016  Sistem manajemen anti penyuapan ‐ Persyaratan 

dengan panduan penggunaan (ISO 37001:2016, 
IDT) 

6 SNI 8615:2018 
ISO 31000:2018 

Manajemen risiko ‐ Prinsip dan pedoman (ISO 
31000:2009, IDT) 

7 SNI ISO/IEC 27001:2013 Teknologi informasi - Teknik keamanan - Sistem 
manajemen keamanan informasi - Persyaratan 
(ISO/IEC 27001:2013, IDT) 

8 SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian kesesuaian ‐ Persyaratan untuk lembaga 
sertifikasi produk, proses dan jasa 

9 SNI ISO 14001:2015 Sistem manajemen lingkungan -Persyaratan dengan 
panduan penggunaan (ISO 14001:2015, IDT) 

10 SNI 8235:2017 Sistem peringatan dini gerakan tanah 

 
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan SNI, diperlukan aturan 

yang dibakukan dan dijadikan rujukan oleh semua pemangku kepentingan. Sampai 

tahun 2019, pedoman terkait pengembangan standar yang telah ditetapkan BSN 

dalam bentuk Peraturan BSN adalah: 

1. Pedoman pengembangan SNI;  

2. Pedoman pengelolaan Komtek perumusan SNI;  
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3. Pedoman penulisan SNI; 

4. Pedoman adopsi standar dan publikasi intertnasional menjadi SNI; 

5. Pedoman tata cara penomoran SNI; dan 

6. Pedoman kaji ulang SNI, serta dokumen panduan pendukung lainnya 

 

1.1.3     Aspirasi Masyarakat terhadap Deputi Bidang Pengembangan Standar  

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Deputi Bidang Pengembangan 

Standar (Deputi Bidang PS) sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan Republik 

Indonesia, telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan 

yang ditetapkan di dalam UU tersebut. Capaian Deputi Bidang PS, yang merupakan 

pengembangan dari Pusat Perumusan Standar dalam periode 2015-2019 yang dapat 

diwujudkan dengan mengacu pada Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 dan 

Rencana Strategis BSN 2015-2019 telah diuraikan dalam bagian 1.1.2.  

Namun demikian, capaian tersebut tentunya belum sepenuhnya memenuhi aspirasi dan 

harapan masyarakat atas keberadaan Deputi Bidang PS sebagai bagian dari Pemerintah. 

Deputi Bidang PS secara terus-menerus harus melakukan berbagai peningkatan dan 

terobosan untuk dapat merespon aspirasi masyarakat dan mewujudkan harapan 

masyarakat terhadap hadirnya sistem SPK sebagaimana diamanahkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kinerja 

dari Deputi Bidang PS. Berdasarkan pengamatan, survei, dan kegiatan lain untuk 

menjaring aspirasi masyarakat sampai dengan akhir pelaksanaan Renstra BSN 2015-

2019, terdapat beberapa aspirasi dan saran dari masyarakat untuk BSN untuk dapat 

dijadikan rencana kebijakan dan perbaikan program hingga tahun 2024, termasuk dalam 

bidang pengembangan SNI sebagai berikut:  

a. Parameter dalam pedoman SNI seharusnya selaras dengan parameter yang diatur 

dengan regulasi atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih kebijakan.  

b. Pengembangan SNI memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat dapat 

berpartisipasi aktif untuk diikutsertakan sehingga dapat dengan mudah untuk 

diimplementasikan.  

c. Perlu peningkatan kemudahan akses mendapatkan informasi dan dokumen 

SNI yang saat ini dirasa masih terbatas dan menyulitkan masyarakat. 
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1.4 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang PS mempunyai potensi, 

permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam Tabel 1.4 berikut ini: 
Tabel 1.4 Potensi, Permasalahan, dan Tindak Lanjut 

No Potensi No Permasalahan No Tindak Lanjut 

1 SNI yang ditetapkan 
memenuhi ketentuan 
PBSN terkait 
Pengembangan SNI 

1 Adanya sejumlah SNI 
yang ditetapkan belum 
memenuhi ketentuan 
PBSN terkait 
Pengembangan SNI 

1 SNI yang ditetapkan didorong 
untuk memenuhi ketentuan 
PBSN terkait Pengembangan 
SNI 

2 SNI dapat mendukung 
produk unggulan 
Nasional untuk 
meningkatkan daya 
saingnya 

2 SNI yang ditetapkan 
belum sepenuhnya 
mendukung produk 
unggulan untuk 
meningkatkan daya 
saingnya 

2 Pengembangan SNI 
diarahkan untuk mendukung 
produk unggulan Nasional 

3 SNI dapat menjamin 
mutu produk yang 
beredar dipasar retail 

3 Produk retail yang 
beredar dipasar 
sebagian besar belum 
ber SNI 

3 Pengembangan SNI untuk 
memfasilitasi kebutuhan 
produk yang beredar dipasar 
retail 

4 SNI dibutuhkan 
sebagai referensi oleh 
industri/organisasi 

4 Beberapa SNI yang 
ditetapkan belum 
diterapkan oleh 
industri/organisasi 

4 Pengembangan SNI untuk 
memfasilitasi kebutuhan 
industri/organisasi 

5 Adanya trend 
peningkatan 
penerapan K3L yang 
memerlukan 
ketersediaan SNI 
sebagai acuan dalam 
penilaian kesesuaian. 

5 Dalam penentuan 
parameter dan 
persyaratan SNI sering 
kali masih belum 
selaras dengan 
ketentuan regulasi 
yang mengatur aspek 
K3L, misalnya 
kandungan cemaran 
dalam bahan pangan 

5 • Meningkatkan kebijakan 
dalam perumusan standar 

• Meningkatkan pengelolaan 
kualitas SDM dalam 
perumusan standar  

• Meningkatkan harmonisasi 
RSNI dengan standar 
internasional 

6 Keterwakilan 
stakeholder dalam 
Komtek proporsional 
sehingga seimbang 
dalam pengambilan 
keputusan  

6 Sebagian keterwakilan 
stakeholder dalam 
Komtek tidak 
proporsional meskipun 
sudah memenuhi 
ketentuan 

6 Dalam setiap pergantian 
anggota Komtek di dorong 
sedapat mungkin mengarah 
proporsional jumlahnya 

7 Semua Komtek 
menunjukkan kinerja 
yang baik dan merata 

7 Sebagian Komtek 
belum menunjukkan 
kinerja sesuai yang 
diharapkan 

7 Memberikan umpan balik 
kepada Komtek yang 
kinerjanya belum optimal dan 
memberikan apresiasi 
kepada Komtek yang 
kinerjanya baik 



10 

 

BAB II  
VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024 

 
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BSN 

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara 

tertulis. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka 

Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik 

Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus 

menyelaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga 

tahun 2020-2024 adalah: 
VISI 

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan 
Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk 

Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang 
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan 
Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun 
(2020-2024) yaitu:  

1. Meningkatkan kualitas manusia indonesia;  
2. Menguatkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;  
3. Melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan; 
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 
6. Menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;  
7. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;  
8. Mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 
9. Melakukan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

 

Misi merupakan penjabaran-penjabaran dari sebuah visi organisasi. Dalam konteks 

SPK, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan 

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, maka 

misi Badan Standardisasi Nasional adalah “Penguatan Struktur Ekonomi yang 
Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian, meliputi: 



11 

 

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan responsif 

terhadap perubahan. 

2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan SNI secara komprehensif dan 

menyeluruh. 

3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan 

berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan 

global. 

4. Mengelola standar nasional satuan ukuran (SNSU) untuk menjamin ketertelusuran 

pengukuran nasional ke Sistem Internasional. 

5. Mengelola sumber daya manusia (SDM) di bidang SPK berbasis modal manusia. 

6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional. 

Tujuan organisasi merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi 

organisasi. Tujuan BSN pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024 

Tujuan Indikator Tujuan 

Terwujudnya produk Indonesia 
terstandardisasi nasional dan berdaya 

saing global 

1. Persentase produk Indonesia ber-SNI 
yang diterima negara tujuan ekspor, 
dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 

2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, 
dengan target s.d 2024 sebesar 4,6 % 

3. Persentase produk ber-SNI, dengan 
target s.d 2024 sebesar 20%. 

 
Berdasarkan visi BSN tahun 2020-2024, maka dijabarkan satu tujuan strategis seperti 

ditunjukkan pada Tabel 2.1. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) indikator tujuan yang 

merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Kedelapan indikator tujuan tersebut 

harus diukur secara rutin, minimal pada akhir periode Renstra BSN. 

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang 

menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran 

strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN 

Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output 

dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat 

atasnya untuk menuju pencapaian outcome BSN. Dalam penyusunan peta strategis 

BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (BSC) 

yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer 
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perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Peta 

strategis BSN Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024 

 BSN memiliki 16 (enam belas) sasaran strategis (SS) yang dapat dilihat dalam 

Gambar 2.1. Berikut merupakan 16 (enam belas) sasaran strategis tersebut: 

1. SS1 Meningkatnya daya saing produk Indonesia 

2. SS2 Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia. 

3. SS3 Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI. 

4. SS4 Meningkatnya Kualitas LPK dan keberterimaan skema akreditasi. 

5. SS5 Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional. 

6. SS6 Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional. 

7. SS7 Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati. 

8. SS8 Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional. 

9. SS9 Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional. 

10. S10 Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian 

kesesuaian secara efektif. 
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11. SS11 Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar, 

dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L. 

12. SS12 Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola SPK yang baik di organisasi 

pemerintah secara optimal. 

13. SS13 Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi. 

14. SS14 Terselenggaranya akreditasi LPK. 

15. SS15 Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian. 

16. SS16 Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran. 

17. SS17 Tersedianya SDM SPK yang kompeten. 

18. SS18 Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi professional. 

19. SS19 Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN. 

20. SS20 SDM BSN yang berkualitas 

 
2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengembangan Standar 

Misi  
Deputi Bidang PS berkontribusi secara langsung untuk mewujudkan Misi BSN pada 

Tahapan 1, sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab 2.1, yaitu 

“Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan responsif 
terhadap perubahan”. 

 
Tujuan  
Tujuan merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi. Tujuan Deputi 

Bidang PS pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Pengembangan Standar  
Tahun 2020-2024 

Tujuan Indikator Tujuan 

Terwujudnya produk Indonesia 
terstandardisasi nasional dan 
berdaya saing global 
 
 

1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang 
diterima di negara tujuan ekspor, dengan 
target s.d 2024 sebesar 20% 
 

2. Persentase ketersediaan SNI untuk 
mendukung ekspor produk Indonesia, dengan 
target 2024 sebesar 100% 
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Sasaran Strategis: 
Visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang PS selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis 

Deputi Bidang PS yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja Deputi Bidang 

PS 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis Deputi Bidang PS sesuai Renstra BSN 

Tahun 2020-2024 yaitu: 

1. Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia (SS2), dengan indikator 

kinerja: Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia 

(IKSS4). 

2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati (SS 7), dengan indikator kinerja: 

Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan 

standar (IKSS 15). 

3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional (SS 8), dengan indikator 

kinerja: Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan 

prioritas nasional (IKSS 16). 

4. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional (SS 9), dengan 

indikator kinerja: Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional (IKSS 17). 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA 
REGULASI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN 

STANDAR 
 
 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Kerangka Strategis BSN 

 
Arah kebijakan 1: Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam 
mendukung sektor pembangunan nasional 

Arah kebijakan ini menekankan pada pengelolaan SPK yang berorientasi pada kualitas 

dalam mendukung pelaksanaan seluruh sektor pembangunan nasional. Pada sub-bab 

sebelumnya telah diuraikan bahwa BSN melalui pengelolaan SPK dapat berkontribusi 

terhadap ketujuh PN dalam RPJMN 2020-2024, maka pengelolaan standardisasi dan 

penilaian kesesuaian harus diarahkan dalam mendukung ketujuh PN tersebut. Strategi 

yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah: 
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 Strategi 1.1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan 
berkelanjutan 

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI 

harus dilakukan secara berkelanjutan di mana pengembangan standar mengacu kepada 

standar berkualitas dan mutakhir termasuk pengembangan standar yang dibutuhkan dalam 

kondisi darurat (force majeure). Strategi ini dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya 

penguatan sinergi dengan sistem inovasi nasional (triple helix - kerjasama dengan 

pemerintah, industri, dan akademisi) dan percepatan perumusan SNI.  

 Strategi 1.2: Meningkatkan penerapan SPK sesuai kebutuhan 

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. 

Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas 

nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan 

SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk penguatan 

daya saing UMKM, integrasi sistem sertifikasi SNI, dan penguatan kontribusi dalam 

penciptaan iklim kemudahan usaha serta penerapan anti suap.  

 Strategi 1.3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, 
konsistensi, dan imparsialitas serta keberterimaan global 

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian 

kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus 

berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian 

standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap 

standar dapat terus meningkat. Selain itu, strategi ini juga menekankan pada 

penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.  

 Strategi 1.4: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan 
mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional 

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan 

ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai 

standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas 

penerapan standar dapat terus terjaga. Strategi ini dilakukan melalui efisiensi dan 

efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dengan melengkapi sarana prasarana 

ketertelusuran dan memanfaatkan sarana prasarana fisik.  
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Arah kebijakan 2: Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi 

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan 

standardisasi nasional yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan standardisasi nasional 

perlu dijaga untuk memastikan penerapan standar dapat dilakukan secara efektif dan 

efisien. Selain itu, integrasi kebijakan pengelolaan standar juga dapat meningkatkan 

pengelolaan standar menjadi lebih baik, dari hulu hingga ke hilir. Strategi yang diterapkan 

dalam arah kebijakan ini adalah:  

 Strategi 2.1: Mengelola kebijakan SPK berbasis penelitian dan pengkajian 

Strategi ini menekankan bahwa setiap kebijakan SPK yang dihasilkan harus didahului 

dengan penelitian dan pengkajian terkait kebijakan SPK tersebut. Penelitian dan kajian 

yang dimaksud akan menjadi lampiran dalam naskah akademik dan menjadi dasar 

dalam perumusan kebijakan SPK yang disahkan. 

 Strategi 2.2: Mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh 

Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK 

yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun 

kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Strategi ini dilakukan 

melalui beberapa inisiatif di antaranya adalah pembinaan pengelolaan standar hingga 

asesmen penerapan tata kelola standar pada organisasi pemerintah maupun swasta. 

Sehingga harus ada pedoman pembinaan tata kelola SPK yang baik. Dalam masa 

pandemi Covid-19, pedoman tata kelola diharapkan responsif termasuk dalam kondisi 

darurat (force majure).  

Arah kebijakan 3: Pengelolaan Sumber Daya SPK dan Reformasi Birokrasi BSN 

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan Sumber 

Daya SPK dan pengelolaan reformasi birokrasi BSN. Pengelolaan Sumber Daya SPK 

menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Tata kelola 

pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi 

BSN dalam mewujudkan good governance menuju birokrasi BSN yang profesional. Oleh 

karena itu, strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini antara lain: 

 Strategi 3.1: Meningkatkan kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan prioritas 

nasional 
Kompetensi SDM SPK menjadi fokus utama dalam strategi ini, di mana 

diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM SPK dapat tersedia 
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sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. Peningkatan kompetensi ini 

dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPK baik internal 

dan eksternal serta penguatan jabatan fungsional analis Standardisasi dan 

analis Metrologi. 
 

 Strategi 3.2: Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020-2024  

BSN telah mencapai beberapa perubahan penting dalam Renstra sebelumnya. Untuk 

itu, pada strategi ini lebih difokuskan pada optimasi pengelolaan reformasi birokrasi 

dengan fokus optimasi pada beberapa area perubahan yang masih dianggap kurang 

optimal. 

 Strategi 3.3: Penguatan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur  

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, dibutuhkan infrastruktur yang 

memadai, termasuk infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di 

mana dalam menghadapi era digital dibutuhkan adanya penyediaan platform teknologi 

Informasi yang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana teknologi 

informasi. 

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa output utama layanan BSN berpotensi diperlukan 

dalam pelaksanaan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 

2020-2024. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 8 (delapan) strategi BSN 2020-2024, BSN 

harus melakukan penyelarasan output dari setiap program dan kegiatan untuk setiap 

strategi dengan kebutuhan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi, dan SNSU dari setiap 

Program Prioritas (PP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024.  

Keselarasan antara output utama BSN dengan kebutuhan setiap PP yang memerlukan 

dukungan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dimulai dari penetapan 

Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS), tata cara penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian, ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian, dan ketersediaan 

SNSU untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian. Hal ini merupakan landasan untuk 

memastikan keberhasilan BSN dalam menjalankan mandat, tugas, tanggung jawab, dan 

kewenangannya sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 

2005-2025 dan mencapai visi Indonesia 2045. Beberapa bentuk peran BSN yang dapat 

diberikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah tersebut 

antara lain dapat berupa: 
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a. Presiden memberikan arahan untuk lebih memperhatikan penanganan pandemi Covid-

19. BSN sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang SPK mendukung program 

pemerintah dengan kebijakan, antara lain penyederhanaan dan percepatan perumusan 

standar untuk alat pelindung diri (APD), kolaborasi pendampingan penerapan SNI 

kepada pelaku usaha UMKM dengan memanfaaatkan teknologi informasi, mendorong 

LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi dan 

memberikan layanan untuk produk-produk nasional yang dibangun dalam waktu 

singkat di awal 2020 ini guna mengantisipasi kebutuhan APD yang terus meningkat, 

serta mendorong pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan melakukan relaksasi pelaksanaan kalibrasi. 

b. Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak 

pandemi Covid-19 serta mengakselerasi pembangunan nasional, perubahan-

perubahan besar dilakukan oleh BSN adalah melalui percepatan perumusan SNI 

sehingga SNI yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. 

c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan arahan presiden terkait dengan pembangunan 

SDM, BSN telah menetapkan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen 

Organisasi Pendidikan, dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan SNI ISO 

29993:2017 untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan non-formal, sehingga 

dapat mendukung pencapaian sasaran pengembangan SDM sampai dengan tahun 

2024.  

d. Dalam rangka mendukung penyederhanaan regulasi dan birokrasi dengan tujuan 

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di wilayah Indonesia, 

khususnya dalam UU Cipta Kerja (sebagai salah satu Omnibus Law), BSN sepenuhnya 

mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal percepatan 

perumusan SNI sektor usaha, pendampingan pelaku usaha dalam penerapan standar 

dalam rangka kegiatan usaha, serta penyiapan infrastruktur dan penjaminan 

kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas pihak ke-3 (lembaga penilaian kesesuaian) 

terkait verifikasi pemenuhan standar dalam melaksanakan tugas pemerintah dengan 

pendekatan perizinan berbasis resiko. 

e. Transformasi ekonomi ke arah ekonomi digital tentunya membutuhkan standar-standar 

yang untuk menjamin keamanan informasi, menjamin kualitas layanan teknologi 

informasi, serta standar pendukung lainnya termasuk rangkaian standar pendukung 

smart city. Sesuai dengan perannya, BSN memastikan perumusan SNI, skema 

penerapan SNI, LPK, dan akreditasi LPK dapat dilaksanakan sesuai dengan target 

waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. BSN telah mengoperasikan sistem sertifikasi 

dan akreditasi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 
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27001:2013. Skema sistem manajemen keamanan informasi telah mendapatkan 

pengakuan internasional pada tahun 2018, sehingga diharapkan ketersediaan sistem 

ini dapat mengawal keamanan informasi dalam transformasi digital di Indonesia. Untuk 

peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, BSN juga telah menetapkan SNI 

ISO/IEC 20000-1:2018 tentang sistem manajemen layanan teknologi informasi yang 

diharapkan sistem akreditasi dan sertifikasinya dapat dioperasikan di tahun 2021. 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengembangan Standar 

Dari ketiga arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Deputi 

Bidang PS adalah Arah Kebijakan 1, yaitu Pengelolaan SPK dalam mendukung sektor 

pembangunan nasional.  

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah: 

 Strategi 1.1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan 

berkelanjutan. 
Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan 

SNI harus dilakukan secara berkelanjutan di mana pengembangan standar 

mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir termasuk pengembangan 

standar yang dibutuhkan dalam kondisi darurat (force majeure). Strategi ini 

dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya penguatan sinergi dengan sistem 

inovasi nasional (triple helix - kerjasama dengan pemerintah, industri, dan 

akademisi) dan percepatan perumusan SNI. 

Upaya lain dalam rangka menjalankan strategi tersebut, adalah sebagai berikut:  

• Proses perumusan SNI yang lebih sederhana dan lebih cepat  

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menata kembali fungsi Komite Kebijakan 

Perumusan Standar (KKPS), sirkulasi dokumen melalui E-Komtek; rapat teknis 

atau konsensus dapat menggunakan metode pertemuan fisik/virtual/gabungan; 

penyederhaanaan rapat konsensus. 

• Meningkatkan kualitas SNI  

Kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan SNI semestinya sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder, meningkatkan kualitas pengembangan SNI baik melalui 

adopsi identik, adopsi modifikasi atau pengembangan sendiri serta Quality 

Control yang baik. Adanya aturan atau kebijakan pengembangan SNI yang tepat 

dan menjadi acuan pengembangan SNI. 
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• Pengelolaan Komite Teknis yang efisien dan efektif  

Upaya yang dilakukan antara lain membuat pedoman Evaluasi Kinerja Komite 

Teknis agar pelaksanaan Evaluasi Kinerja Teknis bisa konsisten dengan mutu 

yang baik, sehingga bisa meningkatkan kinerja Komite Teknis.  

3.3 Kerangka Regulasi 

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-

2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan 

regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat 

dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, 

perkiraan kebijakan atau regulasi Deputi Bidang PS yang direncanakan pada tahun 

2020-2024 terdapat pada Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi. 

Berdasarkan kerangka regulasi yang tertuang dalam Renstra BSN tahun 2020-2024 

Perubahan Pertama, kerangka regulasi yang terkait dengan Deputi Bidang PS adalah 

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi tahun 2022 Nomor 8 yaitu 

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengembangan 

Standar Nasional Indonesia. Urgensi pembentukan kerangka regulasi ini berdasarkan 

evaluasi regulasi eksisting, kajian, dan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 yaitu mengakomodasi 

pencabutan SK SNI Reprep apabila telah terbit SNI hasil adopsi. 
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BAB IV 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang 

Pengembangan Standar 

 

Untuk tahun 2021-2024, Deputi Bidang PS merumuskan 4 (empat) sasaran program yang 

diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran program. Sasaran program dan indikator 

kinerja sasaran program Deputi Bidang PS tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang 

Pengembangan Standar tahun 2021 - 2024 

Program Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran 
Program 

Program Standardisasi 
Nasional 

Tersedianya SNI untuk 
mendukung ekspor produk 
Indonesia 

Persentase ketersediaan SNI 
untuk mendukung ekspor 
produk Indonesia 

Memastikan kebijakan 
pengembangan SNI ditaati 

Persentase kebijakan 
pengembangan SNI yang 
dijadikan acuan 
pengembangan standar 

Tersedianya SNI sesuai 
kebutuhan dan prioritas 
nasional 

Persentase ketersediaan SNI 
yang disahkan berdasarkan 
kebutuhan dan prioritas 
nasional 

Meningkatnya jumlah SNI 
yang harmonis dengan 
standar internasional 

Persentase SNI yang 
mengadopsi standar 
internasional 

 
4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Deputi Bidang PS tahun 

2021-2024 seperti pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dalam 

lingkup Deputi Bidang Pengembangan Standar 

Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan 

Peningkatan Pengembangan 
Standar 

Tersedianya Standar Nasional 
Indonesia (SNI) agro, kimia, 
kesehatan, dan halal untuk 
mendukung ekspor produk 
Indonesia 

Persentase ketersediaan SNI 
agro, kimia, kesehatan dan 
halal untuk mendukung 
ekspor produk Indonesia 

Memastikan kebijakan 
pengembangan SNI ditaati 

Persentase kebijakan 
pengembangan SNI yang 
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Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan 

dijadikan acuan 
pengembangan standar 
Persentase rekomendasi 
kebijakan pengembangan SNI 
yang ditindaklanjuti 

Tersedianya SNI agro, kimia, 
kesehatan, dan halal sesuai 
kebutuhan dan prioritas 
nasional 

Persentase ketersediaan SNI 
agro, kimia, kesehatan, dan 
halal yang disahkan 
berdasarkan kebutuhan dan 
prioritas nasional 

Meningkatnya jumlah SNI 
agro, kimia, kesehatan, dan 
halal yang harmonis dengan 
standar internasional 

Persentase SNI agro, kimia, 
kesehatan, dan halal yang 
mengadopsi standar 
internasional 
Jumlah usulan standar 
internasional sektor agro, 
kimia, kesehatan, dan halal 
yang diajukan Indonesia 
diakui secara global 

Tersedianya Standar Nasional 
Indonesia (SNI) mekanika, 
energi, elektroteknika, 
transportasi, dan teknologi 
informasi untuk mendukung 
ekspor produk Indonesia 

Persentase ketersediaan SNI 
mekanika, energi, elektronika, 
transportasi, dan teknologi 
informasi untuk mendukung 
ekspor produk Indonesia 

Memastikan kebijakan 
pengembangan SNI ditaati 

Persentase kebijakan 
pengembangan SNI yang 
dijadikan acuan 
pengembangan standar 
Persentase rekomendasi 
kebijakan pengembangan SNI 
yang ditindaklanjuti 
 

Tersedianya SNI mekanika, 
energi, elektroteknika, 
transportasi dan teknologi 
informasi sesuai kebutuhan 
dan prioritas nasional 

Persentase ketersediaan SNI 
mekanika, energi, 
elektroteknika, transportasi 
dan teknologi informasi yang 
disahkan berdasarkan 
kebutuhan dan prioritas 
nasional 

 Meningkatnya jumlah SNI 
mekanika, energi, 
elektroteknika, transportasi 
dan teknologi informasi yang 
harmonis dengan standar 
internasional 

Persentase SNI mekanika, 
energi, elektroteknika, 
transportasi dan teknologi 
informasi yang mengadopsi 
standar internasional 

Tersedianya Standar Nasional 
Indonesia (SNI) infrastruktur, 
penilaian kesesuaian, 
personal dan ekonomi kreatif 
untuk mendukung ekspor 
produk Indonesia 

Persentase ketersediaan SNI 
infrastruktur, penilaian 
kesesuaian, personel dan 
ekonomi kreatif untuk 
mendukung ekspor produk 
Indonesia 

Memastikan kebijakan 
pengembangan SNI ditaati 

Persentase kebijakan 
pengembangan SNI yang 
dijadikan acuan 
pengembangan standar 
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Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan 

Persentase rekomendasi 
kebijakan pengembangan SNI 
yang ditindaklanjuti 

Tersedianya SNI infrastruktur, 
penilaian kesesuaian, 
personal dan ekonomi kreatif 
sesuai kebutuhan dan 
prioritas nasional 

Persentase ketersediaan SNI 
infrastruktur, penilaian 
kesesuaian, personal dan 
ekonomi kreatif yang 
disahkan berdasarkan 
kebutuhan dan prioritas 
nasional 

Meningkatnya jumlah SNI 
infrastruktur, penilaian 
kesesuaian, personal dan 
ekonomi kreatif yang 
harmonis dengan standar 
internasional 

Persentase SNI infrastruktur, 
penilaian kesesuaian, 
personal dan ekonomi kreatif 
yang mengadopsi standar 
internasional 
Jumlah usulan standar 
internasional sektor 
infrastruktur, penilaian 
kesesuaian, personal, dan 
ekonomi kreatif yang diajukan 
Indonesia diakui secara global 
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BAB V 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 
Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun 

kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan 

bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa 

penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang 

terukur.  

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan 

implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja 

memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka 

pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. 

Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan 

dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.  

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang 

dibutuhkan Deputi Bidang PS dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan 

dalam Rencana Strategis Deputi Bidang PS Tahun 2020-2024. 

5.1 Target Kinerja 
Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk 

dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Deputi Bidang PS digambarkan dengan 

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran 

program Deputi Bidang PS, sebagaimana yang disajikan oleh Tabel 5.1. 
 

Tabel 5.1 Target Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2021-2024 
 

No Sasaran 
Program 

Indikator Kinerja 
Sasaran Program Satuan Baseline Target 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 Tersedianya 

SNI untuk 
mendukung 
ekspor produk 
Indonesia 

1 Persentase 
ketersediaan SNI 
untuk mendukung 
ekspor produk 
Indonesia 

% N/A 10 30 50 75 100 

2 Memastikan 
kebijakan 
pengembangan 
SNI ditaati 

2 Persentase 
kebijakan 
pengembangan 
SNI yang dijadikan 
acuan 
pengembangan 
standar 

% N/A 100 100 100 100 100 
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No Sasaran 
Program 

Indikator Kinerja 
Sasaran Program Satuan Baseline Target 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
3 Tersedianya 

SNI sesuai 
kebutuhan dan 
prioritas 
nasional 

3 Persentase 
ketersediaan SNI 
yang disahkan 
berdasarkan 
kebutuhan dan 
prioritas nasional 

% N/A 95 95 96 96 97 

4 Meningkatnya 
jumlah SNI 
yang harmonis 
dengan standar 
internasional 

4 Persentase SNI 
yang mengadopsi 
standar 
internasional 

% N/A 22 22,5 23 24 25 

 

5.2 Kerangka Pendanaan 

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup Deputi Bidang PS dilakukan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra Deputi Bidang PS 

Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan 

kegiatan Deputi Bidang PS yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang 

tersedia di internal Deputi Bidang PS. Demikian pula dengan capaian outcome dan output 

yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang 

dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Deputi Bidang 

PS tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan 

Deputi Bidang Pengembangan Standar. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan Standar (Renstra Deputi 

Bidang PS) Tahun 2020-2024 merupakan Renstra yang disusun oleh Deputi Bidang PS 

sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Deputi 

Bidang PS sebagai unit teknis di BSN yang mendukung mewujudkan tujuan dan sasaran 

renstra BSN tahun 2020-2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Deputi Bidang 

PS menjabarkan 1 (satu) arah kebijakan ke dalam 1 (satu) strategi untuk mewujudkan 4 

(empat) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 4 (empat) indikator kinerja sasaran 

strategis. 

Renstra Deputi Bidang PS tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang 

dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan yang sejalan dengan 

perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional, dan internasional 

sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdagangan 

internasional, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2020-2024, dan Strategi 

Standardisasi Nasional 2015-2025. 

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk 

mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan 

peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan. 

Arah, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan 

sebagai acuan bagi seluruh personel Deputi Bidang PS dalam menetapkan dan 

melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran 

strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 
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LAMPIRAN 1  
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR 

 
Prog/ 
Keg 

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran 
Kegiatan (Output)/ Indikator Lokasi 

Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit 
Organisasi 
Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

PROGRAM STANDARDISASI NASIONAL Jakarta      3.735 16.300 17.500 18.000 18.000  
 

Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor 
produk Indonesia 

            

Dit. PSAKKH, 
Dit. PSMEETTI, 

Dit. PSIPPE 

- Persentase ketersediaan SNI untuk 
mendukung ekspor produk Indonesia 

  
- 30 50 75 100      

Memastikan kebijakan pengembangan SNI 
ditaati 

 
          

- 
 

Persentase kebijakan pengembangan 
SNI dijadikan acuan pengembangan 
standar 

 
- 100 100 100 100      

Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan 
prioritas nasional 

           

- 
Persentase ketersediaan SNI yang 
disahkan berdasarkan kebutuhan dan 
prioritas nasional 

 
- 95 96 96 97      

Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis 
dengan standar internasional 

           

- 
 

Persentase SNI yang mengadopsi 
standar internasional 

 
- 22,5 23 24 25      

Peningkatan Pengembangan Standar Jakarta      3.735 16.300 17.500 18.000 18.000  

  Tersedianya Standar Nasional Indonesia 
(SNI) agro, kimia, kesehatan, dan halal 
untuk mendukung ekspor produk 
Indonesia 

  
          Dit. PSAKKH 

  - Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, 
kesehatan dan halal untuk mendukung 
ekspor produk Indonesia 

  
- 30 50 75 100       

  Memastikan kebijakan pengembangan SNI 
ditaati 

            Dit. PSAKKH 
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Prog/ 
Keg 

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran 
Kegiatan (Output)/ Indikator Lokasi 

Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit 
Organisasi 
Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

  - Persentase kebijakan pengembangan 
SNI yang dijadikan acuan pengembangan 
standar 

  
- 100 100 100 100       

 - Persentase rekomendasi kebijakan 
pengembangan SNI yang di tindak lanjuti 

 
- 100 100 100 100       

  Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, 
dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas 
nasional 

  
          Dit. PSAKKH 

  - Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, 
kesehatan, dan halal yang disahkan 
berdasarkan kebutuhan dan prioritas 
nasional 

  
- 44 46 48 50       

  Meningkatnya jumlah SNI agro, kimia, 
kesehatan, dan halal yang harmonis 
dengan standar internasional 

  
          Dit. PSAKKH 

  - Persentase SNI agro, kimia, kesehatan, 
dan halal yang mengadopsi standar 
internasional 

  
- 30 35 35 35       

 - Jumlah usulan standar internasional 
sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal 
yang diajukan Indonesia diakui secara 
global 

 
- 3 4 4 5       

  Tersedianya Standar Nasional Indonesia 
(SNI) mekanika, energi, elektroteknika, 
transportasi, dan teknologi informasi untuk 
mendukung ekspor produk Indonesia 

  
          Dit. 

PSMEETTI 

 - 
 

Persentase ketersediaan SNI mekanika, 
energi, elektronika, transportasi, dan 
teknologi informasi untuk mendukung 
ekspor produk Indonesia 

 

- 30 50 75 100       

 Memastikan kebijakan pengembangan SNI 
ditaati 

 
          Dit. 

PSMEETTI 
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Prog/ 
Keg 

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran 
Kegiatan (Output)/ Indikator Lokasi 

Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit 
Organisasi 
Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

 - Persentase kebijakan pengembangan 
SNI yang dijadikan acuan pengembangan 
standar 

 
- 100 100 100 100       

 - Persentase rekomendasi kebijakan 
pengembangan SNI yang di tindak lanjuti 

 
- 100 100 100 100       

 Tersedianya SNI mekanika, energi, 
elektroteknika, transportasi dan teknologi 
informasi sesuai kebutuhan dan prioritas 
nasional 

 
          Dit. 

PSMEETTI 

 - Persentase ketersediaan SNI mekanika, 
energi, elektroteknika, transportasi dan 
teknologi informasi yang disahkan 
berdasarkan kebutuhan dan prioritas 
nasional 

 

- 44 46 48 50       

 Meningkatnya jumlah SNI mekanika, 
energi, elektroteknika, transportasi dan 
teknologi informasi yang harmonis dengan 
standar internasional 

 
          Dit. 

PSMEETTI 

 - Persentase SNI mekanika, energi, 
elektroteknika, transportasi dan teknologi 
informasi yang mengadopsi standar 
internasional 

 
- 30 35 35 35       

 Tersedianya Standar Nasional Indonesia 
(SNI) infrastruktur, penilaian kesesuaian, 
personal dan ekonomi kreatif untuk 
mendukung ekspor produk Indonesia 

 
          Dit. PSIPPE 

 - Persentase ketersediaan SNI 
infrastruktur, penilaian kesesuaian, 
personel dan ekonomi kreatif untuk 
mendukung ekspor produk Indonesia 

 
- 30 50 75 100       

 Memastikan kebijakan pengembangan SNI 
ditaati 

 
          Dit. PSIPPE 

 - Persentase kebijakan pengembangan 
SNI yang dijadikan acuan pengembangan 
standar 

 
- 100 100 100 100       
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Prog/ 
Keg 

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran 
Kegiatan (Output)/ Indikator Lokasi 

Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit 
Organisasi 
Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

 - Persentase rekomendasi kebijakan 
pengembangan SNI yang di tindak lanjuti 

 
- 100 100 100 100       

 Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian 
kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif 
sesuai kebutuhan dan prioritas nasional 

 
          Dit. PSIPPE 

 - Persentase ketersediaan SNI 
infrastruktur, penilaian kesesuaian, 
personal dan ekonomi kreatif yang 
disahkan berdasarkan kebutuhan dan 
prioritas nasional 

 

- 44 46 48 50       

 Meningkatnya jumlah SNI infrastruktur, 
penilaian kesesuaian, personal dan 
ekonomi kreatif yang harmonis dengan 
standar internasional 

 
          Dit. PSIPPE 

 - Persentase SNI infrastruktur, penilaian 
kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif 
yang mengadopsi standar internasional 

 
- 30 35 35 35       

 - Jumlah usulan standar internasional 
sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, 
personal, dan ekonomi kreatif yang 
diajukan Indonesia diakui secara global 

 
- 1 1 2 2       
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LAMPIRAN II 
MATRIKS KERANGKA REGULASI 

 
No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan 

Regulasi 
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi 

Eksisting, Kajian dan Penelitian 
Unit Penanggung 

Jawab 
Unit Terkait/ 

Institusi Target Penyelesaian 

TAHUN 2022 

1. 
 

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional 
Indonesia 

UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018 (antara lain mengakomodasi 
pencabutan SK SNI Reprep apabila telah terbit SNI hasil 
adopsi) 

Deputi Bidang 
Pengembangan 

Standar 

Kementerian/ 
LPNK 

Tahun 2022 
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